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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 7 TAHUN  2012 

 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  

 
 

Menimbang : a. 

 
 

 
 

b. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa, dipandang perlu mengatur tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
 

Mengingat : 1. 
 

 
 

 
 
 

2. 
 

 
 

 
 
3.  

 
 

 
 

4. 
 

 

 
 

5. 
 

 
 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820) ; 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
7. 

 
 
 

 
 

8. 
 

 
 
 

 
9. 

 
 

 
 

10. 

 
 

 
 

11. 
 
 

 
 

12. 
 

 
 
 

 
13. 

 
 

 
 
 

 
14. 

 
 

 
15. 
 

 
 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437)       sebagai 
mana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575) ; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578) ;  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa ; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 
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16. 
 

 
17. 

 
 

 
18. 
 

 
 

 
 

 
 
 

19. 
 

 
 

 
 
 

20. 
 

 
 

 
 

21. 

 
 

 
 

 
 

22. 

 
 

 
 

 
 

23. 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 
tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 

tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / 
Kelurahan ; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2007      Nomor 4, Tambahan  

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2007 Nomor 90); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92 ) ;  
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93) ; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Tahun 2007, 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 110) ; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan  Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  

Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN 
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

4. Bupati  adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan  desa di Daerah. 

10. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan. 

11. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa 
dalam bidang administrasi. 

12. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
Bupati yang bersifat mengatur. 

13. Keputusan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

Bupati yang bersifat menetapkan. 

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

BPD bersama Kepala Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
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16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

(bergerak maupun tidak bergerak yang dapat) yang dapat dijadikan milik 
desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 

17. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan berupa 
uang oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

 

BAB II 

PENGHASILAN 

Pasal 2 
 

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan setiap bulan dan/ atau 
tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan desa. 

 
Bagian Kesatu 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa  

 
Pasal 3 

 

(1) Penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa 

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
(APBDesa). 

(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sama dengan Upah Mínimum  

Provinsi. 

(3) Penghasilan Tetap Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan Daerah. 

(4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat 

penghasilan tetap yang diterima dari APBDesa. 

(5) Pegawai Negeri Sipil Aktif atau sudah purna tugas yang diangkat menjadi 
Kepala Desa  dapat diberikan penghasilan tetap dari APBDesa. setiap 

bulannya. 
 

 

Bagian Kedua 

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 4 

 

(1) Selain penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dapat diberikan tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan 

desa.  

(2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) kecuali Sekretaris Desa yang 
memiliki status PNS. 

(3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), seperti  : 

a. Tunjangan Tambahan Penghasilan; 

b. Tunjangan Purna Tugas; 

c. Tunjangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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BAB III 

TUNJANGAN PURNA TUGAS  

Pasal 5 
 

Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya diberikan tunjangan purna 
tugas dari Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk tali asih sesuai dengan 

kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

Pasal 6 

 
Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan purna tugas yang dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati atau Keputusan Bupati. 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

  
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 14 Maret 2012 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 
                        TTD 

 
 

            MUHAMMAD SAFI’I 
 

 
Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 14 Maret 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

TTD 
 
 

ACHMAD FIKRY 
 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2012 NOMOR 7 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR 7 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
 

 
I. UMUM 

 
  Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah 

desa, maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat harus didukung dengan adanya 
imbalan (reward) berupa penghasilan tetap ataupun tunjangan lainnya yang 

wajib mereka terima dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah dan keuangan desa. 

 
  Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk 

mengatur masalah kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa 

dalam suatu Peraturan Daerah. 
 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
 
 Pasal 1 

  Cukup jelas 
 

 Pasal 2 
  Cukup jelas 

 
 Pasal 3 
  Cukup jelas 

 
 Pasal 4 

  Cukup jelas 
 

 Pasal 5 
  Cukup jelas 
 

 Pasal 6 
  Cukup jelas 

 
 Pasal 7 

  Cukup jelas 
   
 Pasal 8 

  Cukup jelas 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 7 


